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HASIL WAWANCARA

Daftar Pertanyaan :

Apakah yang dimaksud dengan restitusi ?

2. Apakah semua perkara pidana bisa dikenakan putusan yang memuat
permohonan restitusi ?

3. Apakah Pengadilan Negeri Palangka Raya pernah memutus perkara tindak
pidana perdagangan orang atau human trafficking yang memuat permohonan
restitusi ?

4. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus sebuah perkara
terutama dalam perkara tindak pidana perdagangan orang atau human
trafficking ? Atau adakah pertimbangan non-yuridisnya ?

Daftar Jawaban :

1. Restitusi merupakan salah satu unsur dalam penyelesaian perkara perdata,
namun juga bisa diterapkan di dalam perkara pidana. Restitusi sendiri
memiliki arti penggantian sejumlah kerugian dan/atau kerusakan yang
diterima oleh korban dari pelaku;

2. Tidak semua perkara pidana bisa dikenakan putusan yang memuat restitusi;

3. Belum pernah;

4. Majelis hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara berdasarkan

pertimbangan non-yuridis, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan
suatu perkara bersifat yuridis dan logis bukan non-yuridis. Disini majelis

hakim harus mempertimbangkan keseimbangan sosiologis dan psikologis



pribadi dari korban. Sebagai contoh, korban harus dirawat beberapa bulan oleh
scorang  psikolog, kemudian ditempatkan di suatu tempat untuk
mengembalikan keseimbangan psikologi dari korban, agar tidak merasakan

trauma ketakutan dari yang pernah korban alami.

Mengetahui, Palangkaraya, 4 Maret 2021

Humas Pengadilan Negeri Palangkaraya Pewawancara
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Hery Setiyadi, S.H., M.H. Kevlin Edityo




